BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR % TAHUN~‘2018 |
TENTANG - |
PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEN GEMBANGAN ADAT—ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT |

‘ DENGAN RAHMAT TUHAN "YANG" MAHA ESA

_ A BUPATI KARANGANYAR
; _Menirnbahg B , a bahwa adat—lstladat dan n11a1 sosml budaya

,masyarakat merupakan sa.lah satu modal ',

 dalam - rangka pelaksanaan - pembangunan

' [masyarakat yang saat ini sedang menghadap1
o ancaman yang serius sebagai dampak negatif
dari globahsas1 “dan kemaJuan teknologl

» 1nformas1 serta komun1kas1, o |
b, bahwa Pemenntah Daerah perlu melestankan
| dan mengembangan adat istiadat dan nilai
' sdsial _ ' buday.é = 3 maSyérakat ~ untuk
S memperkokoh Jatl diri bangsa, martabat dan
o menumbuhkan kebanggaan naswnal serta
mempererat persatuan dan kesatuan bangsé. |
' yda_lam b1ngka1 Negafa Kesatuan ‘Republik.' ~
'_Indonesm, o A E '
e bahwa o berdasarkan pertimbangan
~ sebagaimana dimaksud hﬁruf a dan huruf b,
peﬂu' 'menetapkan Peraturan' Bupati' té'n.tang; '
Pédoman Pelestarian dan'Pengembarigan Adat- .

o Istié.,dat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;



Mengingat |

: ‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
.tentang Pembentukan = Daerah-daerah

Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor’ 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan' (Lembaran . Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran = Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); | , ‘
Uhdang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran 'Negara Rep’ublik Indoneéia
Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014

~ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara'

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang  Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

‘Tambahan Lembaran N egara  Republik

Indonesia Nomor 5679); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan

 Lembaga Kemasyarakatan K

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

- Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan

Pengémbangan Adat-Istiadat Dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat; ‘ ‘



‘ Mené_tapkan

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan

Pengelolaan Benda Cagar Budaya (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32

~ Tahun 2016 tentang Pedor_nah Pelestarian dan

Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah V
(Berita  Daerah  Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016 Nomor 32); | |

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

“dan Susunan kPerangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten  Karanganyar = Tahun = 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

'MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
 PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT-
ISTIADAT DAN  NILAI SOSIAL  BUDAYA

MASYARAKAT. | o

~ BABI
KETENTUAN UMUM
" Pasal 1

. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Bupati adalah Bupati Karanganyar.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 'k
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. |
Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten

Karanganyar.



. Camat adalah Camat  di  Kabupaten
6. kPerv'né’rintah‘ | ‘Desa/ Kelurahan adalahy
'penyelenggara urusah pemel;intahan oleh
‘Pemerlntah Desa/ Kelurahan dan Badan

‘ Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan =

- mengurus' ‘kepéritingan masyérakat‘ setempat - :

'v'berdasarkan asal-usul dan adat' istiadat’_;

setempat yang d1aku1 dan dlhormatl dalamrf ‘

31stem Pemenntahan , Negara , ‘Kesatuan' 4
~ Republik Indonesia. | i |
Pelestarlan adalah upaya untuk men_]aga ‘dan
= memelihara adat—lstladat dan nilai sosial budaya
.masyarakét yang bersangkutan, fefutama: Y

~ nilai-nilai etlka moral dan adab yang

- merupakan inti dari adat—lstladat keblasaaan Sy

S keb1asaan dalam masyarakat dan lembaga adat ~

| ‘agar keberadaannya tetap teljaga dan berlanJut ‘
Pengembangan adalah upaya yang terencana,
‘terpadu dan terarah agar adat—1st1adat dan nilai
sosial budaya masyarakat dapat berkembang
‘meng1kut1 perubahan sosial, budaya dan =

" ekonomi yang sedang berlangsung

. Adat Istiadat adalah kebiasaan turun temurun

_yang dllakukan berulang—ulang yang telah
: menjadl trad131 atau ciri khas dari suatu daerah L
atau seperangkat nilai atau norma, kaldah dan

"kkeyakman 3081a1 yang tumbuh dan berkembang_‘

| ~bersamaan - dengan pertumbuhan ""dan’ ‘ '

perkembangan masyarakat desa/ kelurahan dan o

atau, satuan masyarakat la_mnya, serta nﬂa; atau '
n’orhﬁa ‘lainnya yang “masih dihéyaﬁ dan
| ' dipelikharaV masyarakat éebagaimana terWujud
e dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan
 kebiasaan-kebiasaan ~ dalam  kehidupan

masyarakat setempat.



~10.

Kebiasaan-kebiasaan ~ dalam - kehidupan

masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau

'perb}uatan "yavng dilakukan para warga

masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan

11.

hukum tertentu yang pada dasarnya dapat

' berSumber pada hukum adat atau adat istiadat

sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga
masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat
lainriya dan masih berlaku dalam kehidupan
masyarakat tersebut.

Pérlindungén adalah upaya untuk menjaga dan
memelihara harta kekayaan adat istiadat baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang

 mempunyai nilai sejarah maupun = yang.

12.

menyangkut kélangsungan hidup masyarakat
yang bersifat turun-temurun sehingga "tetap
menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
Nilai Soéial Budaya ‘adalah konsepsi idealis

‘tentang baik buruk dan benar salah mengenai

hakikat hidup manusia dalam lingkup

hubungan manusia dengan pencipta, sesama

manusia, alam, dimensi ruémg dan waktu dan

. dalam memaknai hasil karya mereka.

13.

- oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga

14.

Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan

mengikat bagi' masyarakat dan anggotanya.

Lembaga Kemasyarakatan adalah organisasi

‘yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah

“desa/kelurahan dalam  memberdayakan

15,

masyarakat. ' :

Lembaga Adat adalah organisasi
kemasyarakatan yang‘vr> dibentuk oleh masyarakat
hukum ‘adat tertentu dalam suatu- vvilayé.h
tertentu yang memiliki hak dan wewenang
untuk mengatuf, mengurus dan menyelesaikan
hal-hal berkaitan dengan adat secara otonom

diantara mereka sendiri.



16. Pemberdayaan Masyafakat adalah suatu strategi
' yang digunakan = dalam pembangunan
masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan
kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

| BAB II
' MAKSUD DAN TUJUAN

'Pasal 2

(1) Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat dimaksﬁdkan :
untuk niemperkokoh Jjatidiri individu,
masyarakat dan lembaga ‘adat serta budaya‘
 dalam mendukuhg kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
' (2) Pelestarian dan—’ pengembangan sebagaimana
o dimakéud pada ayat (1) bertujuan untuk
mendukung pengembangan ad_at—istiadat dan

nilai sosial budaya di Daerah.

, BAB III
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

Pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan

nilai sosial budaya masyarakat meliputi :
konsep dasar;

program dasar;

strategi pencapaian tujuan;

metode; o

peran Pemerintah Daerah; dan

Mmoo b TP

peran serta masyarakat.



BAB IV
KONSEP DASAR

Pasal 4

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 huruf a meliputi :

a.

(1)

pengakuan keanekaragaman budaya dan
kearifan lokal di Daerah untuk memperkokoh
jatidiri masyarakat dan sekaligus memperkuat
kebudayaan nasional,

pelestarian, perlindungan, dan pembinaan
adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
yang memiliki keselarasan dengan
pembangunan dan modernisasi;
penumbuhkembangan semangat kebersamaan
dan kegotongroyongan yang berakar pada
adat-istiadat dan nilai  sosial budaya
masyarakat; ’

penguatan partisipasi, kreatifitas, | dan
kemandirian masyarakat;

penumbuhkembangan modal sosial yang
berbasis pada adat-istiadat dan nilai budaya
masyarakat; dan

penumbuhkembangan komitmen dan
kepedulian masyarakat Kabupaten Karanganyar

yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

BAB V
PROGRAM DASAR

Pasal 5
Program dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b meliputi :
a. penguatan kelembagaan;
b. peningkatan sumber daya manusia;
c. penguatan ketatalaksanaan; dan
d. penggalian dan pengembangan adat-istiadat

dan nilai sosial budaya.



(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) buruf a meliputi : |
-a. penyusunan rencana strategis lembaga yang

melibatkan pemangku kepentingan;

b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat |
istiadat dan sosial budaya untuk menjamin
keberlanjutannya;

c. administrasi dan operasional yang tertib
'kdilengkapi dengan standar operasional
prosedur (SOP); dan ‘

d. monitoring  dan evaluasi yang dilakukan

- secara periodik dan berjenjang.

(3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
melalui : ‘

a. pengembangan kapasitas aparatur daerah

/dalam penyusunan program dan kebijakan
berbasis budaya masyarakat; |
b pengembahgan kapasitas masyarakat dalam
| ‘pelestarian dan pengembangan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat;

c. internalisasi program dan kebijakan berbasis

'~ budaya masyarakat dari aparat Pemerintah
Daerah sampai ke Pefnerintah Desa.

(4) Penguatan ketatalaksanaan sebagajmana'
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
dengan : '

a. peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber
daya manusia dan tatalaksana pelestarian
dan pﬁngﬁmbangan adat- 1st1adat dan nilai
sosial budaya masyarakat;

b. prosedur pelaksanaan pélestarian dan -
pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat; dan

c. mekanisme koordinasi pelaksanaan
pelestarian dan pengembangan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat.



(5) Program penggahan dan pengembangan adat—
istiadat dan n11a1 sosml budaya rnelalm kegiatan:

i a.

1nventarlsa31 dan 1dent1ﬁka81 adat—lstladat ,

‘dan ‘nilai sos1a1 budaya masyarakat beserta .

‘ ,kelembagaannya yang - berpotens1 untuk

: : dllestankan dan dlkembangkan

. pengkajlan pranata 3031a1 adat-lsuadat dan

‘n11a1 ‘ sos1a1 budaya _masyarakat yang
dlpandang mengandung k.earlfan lokal (lonal

wisdom) yang bermanfaat bagl pembangunan

B masyarakat lokal

. pengembangan keanfan lokal (local wzsdom) :
» menjad1 ~kemasan7kemasan budaya ‘yang
mudah  diaktualisasikan leh  warga
”;masyarakat e T  ‘
’Vsosmhsam dan ﬁnkulturam adat- lSt]B.dat dan o

nilai s031a1 budaya melalui berbaga1 medla

pendidikan dan p_e_nerangan masyarakat, dan

pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial -

_melalui - jpelembagaan forum?férum :

o aktuéliSasi ‘adat-istiadat dan nilai  sosial

‘ budaya masyarakat dalam even-even strategi

S  BABVI p
'STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

Pasa167'v |

 Strategi pencapajan tujuan ‘vsebagairm’aha
dimaksnd dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi :

_a

‘penyusunan cetak biru (Iblue prinf) dan peta -
; Jalan ‘ (roadmap) 'peléstariah ~ dan

: pengembangan adat—lstladat dan nilai 3031a1 ;

i budaya ‘masyarakat; yang  melibatkan -

: 'masyarakat dan pakar;



3

b ‘pengembangan/ perﬁbentukan _jaringan lintas
| pelaky melalui fpﬁngua;tan kmjasama antar
kelembagaany adat-istiadat  di Daérah :
kmaupun lintas daerah dan pengembangan
jaringan kerjasama lintas pelakuy;
C. pengembangah mekanisme koordinasi antara
| Pemei‘intéh Daerah dan Pemerintah Desa
dengan lembaga adat—isﬁadat dan nilai sosial
- budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif
 dan efisien; dan | |
d. so_sialisasik dan internalisasi adat-istiadat dan
- nilai sosial budaya maSyarakat yang ada dan
mentransformasikan menjadi nilai = sosial

- budaya kekinian.

BAB VII
METODE

Pasal 7
Metode Pelestarian dan Pengefnbangan Adat-
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di
| Daerah meliputi : '
- a. pengalaman budaya; dan
“b. pengetahuén budaya.

- Pasal 8 ‘
Metode pengalarhan‘ budaya = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup :
a. pembentukan lembaga—lembaga .budaya; ’
b. dapat berupa ~sanggar pelatihan seni
 tradisional, lembaga pelatihan bahasa Jawa,
| pranatacara, dan bentuk—bentuk lain 'yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
“dan B
c. penyelenggaraan festival adat-istiadat dan
nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan

’ b'udaya’ lainnya.



Pasal 9

Metode pengetahuan budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup :

a.

inventarisasi adat-istiadat dan nilai sosial
budaya serta kearifan lokal dalam bentuk
media baik cetak, audio, audiovisual dan
digital; dan

diseminasi  hasil  inventarisasi = dapat
dilakukan melalui mata pelajaran muatan
lokal/ekstrakulikuler, pameran, pemutaran
film, lokakarya, seminar, workshop atau

kegiatan lainnya.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian

dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat di daerah, dengan :

a.

berpedoman pada kebijakan Pemerintah
Daerah  di bidang  pelestarian dan
pengembangan adat istiadat dan nilai sosial
budaya masyarakat;

menyusun peraturan mengenai pelestarian
dan pengembangan adat istiadat dan nilai
sosial budaya masyarakat;
menumbuhkembangkan  partisipasi dan
kreativitas masyarakat;

memupuk solidaritas hubungan masyarakat
dalam ikatan semboyan "Bhineka Tunggal
Ika" untuk mewujudkan kehidupan yang
harmonis, saling  menghargai, dan
menghormati; |
mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka
pelestarian dan pengembangan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya —masyarakat

di Daerah; dan



L

(1)

melakukan pembinaan kepada Pemerihtah
Desa/ Kclurahan dalam  penyelenggaraan
pelestarian dan pengembahgan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat
di Daerah. '

Pasal 11
Pelestarian dan pengembangan adat istiadat
dan nilai sosial budaya masyarakat

‘di Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 dikoordinasikan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi vpemberdaya'an
masyarakat. ‘ |

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat

~dan nilai sosial budaya masyarakat

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan  bersama-sama - dengan

lembaga adat-istiadat dan nilai sosial budaya

yang ada.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
- Pasal 12

Masyarakat dapat berperan sérta dalam
pelestarian dan pengembangan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya. |

Peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud‘pada ayat (1) meliputi:

- a. berperan akfif dalam menanamkan

-pemahaman kebhinekaan, memperkokoh
jati diri  bangsa, menumbuhkan
kebanggaan nasional, dan mempererat
pérsatuan bangsa; '
b. berperan aktif dalam mengembangkan
| kebudayaan melalui dialog, temu budaya,
sarasehan, dan kegiatan lain; dan



(3)

(1)

(2)

(3)

()

c. memberikan masukan dan membantu
Pemerintah Daerah dalam melestarikan
dan mengembangkan adat-istiadat dan
nilai sosial budaya. ‘

Peran serta masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui lembaga atau organisasi
adat-istiadat dan nilai sosial budaya

di masyarakat.

Pasal 13
Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan
pelestarian dan pengembangan adat-istiadat
dan nilai sosial budaya di masyarakat oleh
Pemerintah Daerah dapat dibentuk
Kelompok Kerja Qberasional dan Satuan
Tugas Tingkat Kecamatan dan Desa/
Kelurahan.
Kelompok Kerja Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan
Tugas Tingkat Kecamafan maupun Desa/
Kelurahan.
Satuan Tugas baik di Tingkat Kecamatan
maupun  Desa/Kelurahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas
teknis terkait, budayawan dan tokoh
masyarakat.
Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat
memberdayakan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara
koordinatif dan terpadu dengan program‘
pemberdayaan masyarakat yang ada dengan
prinsip transparansi, partisipatif, dan
akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai
budaya lokal yang ada dan berkembang

di masyarakat.



- (6) Kelompok Kerja Opérasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Bupati. “ |

(7) Satuan ;I‘ugaS di Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Camat. | 7

(8) Satuan Tugas di Tingkat Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada bayat (1)
diangkat oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

 BABX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

| Pasal 14
| Bupati melalui Perangkat Daerah yang
membidangi  pemberdayaan masyarakat,
mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan
pelestarian adat-istiadat dan niléi sosial blidaya
~ di Daerah. | |

 BABXI
PELAPORAN

; Pasal 15
(1) Pelaporan pelestarian dan pengémbangan
adat-istiadat daﬁ - nilai sosial budaya
masyarakat dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) meliputi :
a. bentuk kegiatan;
b. tujuan dan sasaran kegiatan; |
c. frekuensi kegiatan;
d. peserta kegiatan;



e. fasilitator kegiatan;
prasarana dan sarana yang diperlukan;
g. kendala yang dihadapi dan strategi

pemecahan masalah;

h. indikator keberhasilan kegiatan; dan

i. rencana pengembangan tahap
berikutnya.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan dan/ atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
 PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelestarian dan pengembangan
adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat
bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak

mengikat. _



'BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19 7 ]
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar ’setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan = pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Juli 2018
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
- JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyaf

pada tanggal 31 Juh 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

~

ttd.

'SAMSI |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 55

~ Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUEATEN KARANGANYAR
AN

’IS/pale:Bg




